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KEFUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGADIA

PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 902 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH ILMU AL-QUR'AN MOJOKRAPAK TEMBELANG
KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EEPALA EANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TTMUR,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka . meningkatkan akses peerufidikon
madmsah yang bermutu, perlu memberikan kescmpatan
masyarakal melalui organisasi berbadan hukum  untuk
menyelenggarakan  madrasah  sesuni  dengan  standar
nasional pendidikan:

babwe madrasah sebagaimans tercantum dalam Tampiran
Kepumisan ini telah memenubi persvaratan administratif,
teknis dan kelavakan yang telah ditetapkan berdasarkan
Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepale Bideng Pendidikan
Madrasah Nomor : Y0/Kw.13.2.5/PP.00/05/2019 tanggal
27 Mei 2019 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor
Kementerian Agama  Kabupaten Jombang Nomor B
883/Kk.13.12.2/PP.O0OJ05/2019 tanggal 17 Mei 2019;

behwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalam hurut a dan huruf b, perin menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilavah Kementerian Apama Provinsi Jawa
Tinur tentang Izin Operasional Pendirian  Madrasah
Tsanawiyah Timu Al-Qur'An Mojokrapak Tembelang
Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
FPerulidikan Nasionsl [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Komor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidilan (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tabun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
HNegara Republik Indonesia Nomor 4496 Sebagaimana telah
dinbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
lentang Perubahan Kedoa Atas Peraturan Pemerintab Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negary Hepublik Indonesia Nomor
5410);
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajih
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, ‘Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 4863);

Persluran  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanasan  Pendidiksn  [Lembaran Fegars  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambshan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4864

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
[Lembaran Negara Wepublik Indonesia Tahun 2008 Komor
194, Tambahan Lembaran Negare Hepublik Tndonesia Nomor
#941), sebagaimana telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Feratiran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Penvelenggarasn Pendidikan (Lembaran
Negara  Hepublik  Indonesia  Tahun 2000 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia Nomor
5150] sebagaimana telah  diubah  dengan  Peralurzn
Pemerintali Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peratusan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tettang
Pengelolaan dan  Penyelenggpraan  Pendidikan [Lembaran
Negara Hepublik Indenesia Tahun 2000 Nemor 112,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor
3157);

Peraturan Menten Pendidilkan Nasional Nomor 24 Tabun
2007 lentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/ Madrasah Thtidaivalh, Helonlah Menengah
Pertama /Madrasah  Tsanawivah, dan Sckolah Menengah
Atasfd Madrasah Alivah;

Peraturan Menieri Agama Nomor 2 Tahun 2008 leniang
Standar KEompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama lslam dan Bahasa Arab di Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasiomal Nemor 15 Tahun
2010 tentang Stander Pelavanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota  scbagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Menlern Pendidikan dan Kebudavasn Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Awas Pernturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota:

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
padda Sckolah (Derita Negara Republik Indonesia Tahuan 2012
Nomor 206) sebagaimana telsh diubah dengan Peraturan:
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atlas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sckolah (Berita Negara Republik Tndonesia Tohun 2013
Nomor H84);



Menetapkan
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12, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agnma Nomor 66 Tahun
206 tentang Perubshan Kedua Atas Peraturan Menferi
~Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Madrasah;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA TENTANG PEMBERIAN 1£IN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAII TSANAWIYAH ILMU AL-QURAN  MOMOKRAPAK
TEMBELANG KABUPATEN JOMHBANG PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan izin operasionsl pendirian medrasah sebageimana

lercantum  dalam  Lampiran  dan merupakan bagisn  tHdak
terpisahkan dari Keputusan ind

- Bagi Madrasah Tsanewiyah setelah jangka wakiy 4 tahurn,

Kepala Madrasah yang bersangkutan waijibs ;

& Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kanlor Kementerian Agama yang memuat paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, melaksanaan
kurikulum, pelaksanaan  pemenuban  standar  sarans
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenags kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaltaran visitasi skreditasi sekolah, madrasah
kepada BAP-3/M sesual ketenluan peraturan perundang-
undangan.

: Dalam hal perkembsngan madrassh sehagaimana dimaksud

dalam Dikium Kedua huruf a dinial memenuhio standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atag hasil
akredilasi  sebagaimane dimaksud Diktum Kedua owul b
mendapat  peringkat  minimal O, make  irin opcrasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaka,

- Dalam hal perkembangan madrasah scbagaitnana  dimaksud

dalam Diktum Kedua huruf a dinilsi memenuhi standar
pelavanan mimmal penyelengparsan pendidikan dan,/atan hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua haruf b tdak
mendapat  peringkat  minimal O, maka izin  operasional
sehagaitnans dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 Mei 2019




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 902 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN 1719 OPERASICNAL
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
ILMU AL-QUEAN MOJOKRAPAK
TEMEBELANG KADUPATEN JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAIT YANG DIBERIKAN 171N OPERASIONAL

Mama Madrasah
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KAHUPATEN JOMBANG
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